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SALINAN 

  
 
 

 

 
 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROVINSI MALUKU UTARA 

 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 

NOMOR 11 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  

NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENCALONAN, 

PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
 

Menimbang : a.  bahwa seluruh desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai pada 

umumnya sampai saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 

lebih dijabat oleh seorang Penjabat Kepala Desa, ini sangat 

bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa ayat (1) 

menyatakan Badan Permusyawaratan Desa 

memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan 

berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 

(enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan ayat 

(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia 

Pemilihan Kepala Desa. 

                     b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 

P/HUM/2022 atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materil 

terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) bahwa dalam 

program vaksinasi nasional perlu penyediaan vaksin halal 

khusus bagi umat muslim seluruh warga Indonesia. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan 

kelima Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak; 
 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
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3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan  Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4937); 

4.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5604); 
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1221); 
 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

326); 
 

15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 31); 
 

16. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan 

Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten 

Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita 

Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 40); 
 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU 

MOROTAI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA 

PENCALONAN,PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PELANTIKAN 

KEPALA DESA SERENTAK. 
 

Pasal I 

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30) yang telah beberapa kali 

diubah dengan Peraturan Bupati: 

a. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan 

Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Tahun 2021 Nomor 10); 
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b. Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 30). 

c. Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 31). 

d. Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati 

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 40) diubah sebagai berikut: 
 

Ketentuan Bab IIA Pasal 51 A pada ayat 2 huruf (k) dan ayat 6 dicabut dan 

ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB IIA 
 

 

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KONDISI  

BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 
 

Pasal 51A 

(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a  sampai  dengan  huruf e dalam  kondisi  

bencana non alam  Corona  Virus  Disease 2019  dilakukan  dengan 

penerapan protokol kesehatan dan Vaksinasi. 

(2) Penerapan protokol  kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur 

pelaksana dan masyarakat wajib pilih dengan suhu badan paling 

tinggi 37 º C (tiga piluh tujuh derajat celcius); 

b. menggunakan masker  yang  menutupi  hidung dan mulut hingga 

dagu  dan/atau  dengan  pelindung  wajah  serta   sarung   

tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan 

pemilih; 

c. penyedian  tempat  sampah tertutup di TPS untuk pembuangan 

sarung tangan sekali pakai; 

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga 

jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter; 

e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar 

ruangan; 

f. penyediaan  tempat  cuci  tangan  sabun dan air mengalir serta  

hand sanitizer ditempat penyelenggaraan; 

g. Panitia dan pemilih  membawa alat tulis masing-masing; 

h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan 

penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan; 

i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga 

jarak; 

j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan 

darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel 

yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari 

satuan tugas penanganan coronavirus Disease 2019 Desa;  
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k. Protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 dan 

Vaksinasi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam 

Keputusan Bupati. 

(3) Penerapan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam 

rangka untuk perlindungan dan kekebalan kelompok masyarakat 

(herd immunity) dari Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). 

(4) Pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat 

dilakukan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat yang belum 

divaksinasi untuk perlindungan dan kekebalan kelompok 

masyarakat (herd immunity) dari Corona Virus Desease 2019 (Covid-

19). 

(5) Kegiatan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak 

menghalangi jalannya proses demokrasi Pemilihan Kepala Desa dan 

menghilangkan hak pilih masyarakat.  
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai. 

 

Ditetapkan di Morotai Selatan                    
pada tanggal  06 Mei 2022 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

 

ttd 
 

 

        BENNY LAOS 

 

Diundangkan di Morotai Selatan 

pada tanggal   09 Mei 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PULAU MOROTAI, 

 

ttd 
 

 MUHAMMAD UMAR ALI 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 11  

 

 

 


